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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGEKULU UTARA

NOMOR 053 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBDAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184
Peratmuran Pemerintah Nomer 12 Tshun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Hasil Penyesuaian atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Bancangan Peraturan Kepala Dasrah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah dilakukan
Kepala Daerah melalui Tim Angparan Pemerintah Dasrah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
melaltn Badan Anggaran dan dituangkan dalam
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
yvang dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angparan 2024;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penstapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 [Lembaran  Negara Tahun 1956 Nomor 35],
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tabun 19356
[Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56| dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 57} tentang Pembentukan Dasrah
Tingkat [I Termasuk  Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan, Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomeor I7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negars Republik Indonesis
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 42886);

Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nezara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor © Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemetintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang WNemor 30 Tahun 2014 tentang
Administras: Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856|;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintaliart Daerah |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6737) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penstapan Peraturan Pemerintah
Penganggant Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang -Cipm. Kerja Menjad: Undanpg-Undang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum |Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
|Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nemor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20020 tentang
Bantan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4972) zebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Banman Keuangan
Kepads Partai Politik ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Almntans: Pemerintahan |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahwun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah |Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahurt 2017 Nemor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Talun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangann Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322];
Peramuran Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelengsaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 68383);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Rincian Angparan Pandapatan dan Belanja Negara Tahun
2024 |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Homor 131});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tenitang Pedoman Pengelolaan Investazi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 734);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksangan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peramiran Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huloum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Talhun 2018
tenitang Tata Cara Penghitunpan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunasan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T8 Talhun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Angpgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Penigajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungiawaban Penpgunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teritsng Pedoman Teknis Pengelolaan Kesuangan Dasrah
|Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2020 Neomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer @ Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tenitang Anggaran Pendapatan dan Belama Dasrah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah, Rancangan
Peraturan Kepala Daserah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2031 Nemor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negzri Nomor 13 Tahun 2023
teritang Pedoman Penyusunan Angoaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Benghulu Utara Nomer 3
Tahurt 2021 tentang Pengelelaan Keuangan Dasrah
[Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

~ Bengkulu Utara Nomor 1j;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nemor 5
Tahun 2021 tentang Penvertaan Modal Daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tehun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Neomaor 9
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosediur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Dasrah Kabupaten Benghkulu
Utara Tahun 2022 Nomor 9);

28, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2024
tentang Perubahan Peramaran Bupat Beagkulu Utara
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemenntah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2024 |Berita: Daerah Kabupaten Bengkulu Uftara Tahun
2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGEKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keunangan Dasrah adalah kessluruhan
kegiatan wyang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatanisahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,

2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalash rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala dasrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan umsan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4, Pamerintahan Daerah adalah penyelengparaan wurusarn
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesaman Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Kepala Daerahi adalah Bupati Benglulu Utara.

6. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran

atas beban APBD unmk kesdasn darurat termasuls

keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya.

. Perangkat Daerah adalah Saman Kerja Perangkat Daerah

vang mengusulkan dan melasksanakan penggunaan

Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan.

=

Pasal 2

APBD terdiri -atas pendapatan daerah, belanja daerah; dan
pembiayaan daerah. Angparan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024
semula sebesar REp. 1.445.782.633.024,00 (satu triliun
empat ratus empat pulubh lima milyar thjuh ratos delapan
puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh
empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 79.140.902.327,00
(tajulr puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta
sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
schingga menjadi Bp.1.524.023.535.351,00 (satu triliun lima
ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga
juta lima ratus tiga puluhl lima rbu tga ratus lima puluh
satu rupiah| dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;

1. Semula Rp. 1.381.880.279.024,00

2. Bertambah Ep. 36.717.136.392,00

3. Jumlah pendapatan - -
daerah setelah

perubahan Rp. 1.418.6006.415.416,00
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b. Belania Daerah;
1. Semula Rp. 1.443.282.633.024,00
2. Bertambah Ei. 79.140.902:327,00
3. Jumlah belanija daerah
setelah pembahﬂn Ep. 1.922.9425:539,351,00

c., Pembiayaan Daerah;
1. Penertmaan pembiayaan

al Semula K. 63.893.354.000,00
b) Bertambah Rp. 42.423.765.935,00
c) Jumlah

penerimaan

pembiayaan Rp. 106.317.119.935,00

setelah perubahan
2. Pengeluaran pambiayaan;

al Semula Ep. 2.500.000.000,00
b] Bertambah Ep. 0,00
c) Jumiah
pengeluaran
pembiayaan setelah Rp. 2.500.000.000,00
perubahan
Siza lebih pembiayaan
Anggaran tahun
berkenaan Rp. 0.00
Pasal 3

Anggaran pendapatan dasrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufa bersumber dari:
a. Pendaparan ash daerah;
1. Semula Rp. 94,904 .448.539,00
2. Berkurang Rp. (377.0035.609,00]
3. Jumlsh pendaparan
asli daerah setelah

perubahan Rp. 94.527.442.930,00

b. Pendapatan transfer;
1. Semula Rp. 1.268.528.182.000,00
2. Bertambah Rp. 35.716.489.683,00

3. Jumliah pendapatan
transier setelah
perubahan Bp. 1.304.244.671.683,00
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

18.456.648.485,00
1.377.652:318,00

1. Semula Rp.
2. Bertambah Rp.
3. Jumlah pendapatan
daerah yang sah
setelah perubahan Rp.
Pasal 4

19,834.300.803,00

a. Pendapatan asli dasrah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. Pajak daerah;

27.000,000.000,00
0,00

27.000.000.000,00

1.622:522.543,00
0,00

al Semula Rp.
bl Bertambah Rp.
¢} Jumlah R
pendapatan ash
daerah setelah
perubahan Rp.
2. Retribusi daerah;
b) Bertambah Ep.
cl Jumlah  retribusi
daerah setelah

1.622.522.543,00

3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

66.281.025.996.00
(377.005.609,00)

al Semula Rp.

b) Berkurang ‘Rp.

c) Jumlah lain-lain
pendapatan ash

dasrah wyang sah

setelah perubahan Rp.

65.904.920.387,00

b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b bersumber dari:

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

1.223.528.182.000,00
42.828.868.268,00

al] Semula Rp.
b) Bertambah REp.
cl Jumlah

pendapatan

transier

pemerinfah pusat
satelah perubshan Ep.

1.266.337.050.268,00
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2. Pendapatan transfer antar daerah;

al] Semula Rp. 43.000.000.000,00
b) Berkurang Rp. (7.112.378.585.00)
c} Jumlah

pendapatan dasrah
setelah perubahan  Rp. 37.887.621.415,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagsimana
dimalrsud dalam Pasal 3 hhumaf ¢, bersumber dani:
1. Pendapatan hibah

al Semula Rp. 600.000.000,00
bl Tetap Rp. 0,00
c] Jumiah hibah -
setelah
perubahan Rp. ©00.000.000,00

2. Lain-lain pendapatar sesusi dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
al Semula Ep. 17.856.645 455,00
bl Bertambah Rp. 1.377.652.318,00
c] Jumlah Lain-lain

pendapatan

sesuai dengan

ketantuan

peraturan

perundang-

undangan

setelah

perubahan Rp. 19.234.300.803,00

Pasal 5
Angparan belanja dasrah sebagaimana dimaksud dalam
Baszal 2 hurmaf b, terdiri atas:
&. Belanja operasi;
1. Semula Rp. 963.420.832.7T13,00
2. Bertambah REp. 44.403.925.329,00
3. Jumilah belanja operasi '
setelah perubahan Rp. 1.009.824.758.044,00
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b. Belanja modal;
1. Semula Rp.  213.200.547.505,00
2. Bertambah Rp. 30.506.976.998,00
3. Jumlah modal setelah
perubahan Rp.  243.707.524.503,00
¢. Belanja tdak terduga; dan
1. Semula Rp. 6.000.000.000,00
2. Berkurang REp. (4.000.000.000,00)
3. Jumlah belanja tidak -
terduga setelah
perubahan Rp. 2.000.000.000,00
d. Belanja transfer;
1. Semula Rp. 258.661.252.804,00
2. Bermmbah Rp. 8.230.000.000,00
3. Jumiah bslanja
transfer setelah
perubahan Rp.  266.891.252.804,00

Pasal 6
a. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. Belanja pegawai;
al Semula Rp. 564.914.373.224.00
b) Bertambah Rp. 1.840.269.131,00
c} Jumlah belanja
pegawai setelah

perubahan Ep. 266.764.642.455,00
2. Belanja barang dan jasa;
a) Semula Rp.  350.045.155.538.00
b) Bertambah Ep. 37.165.782.830,00
c} Jumlah belanja
barang dan jasa

setelah perubahan Rp.  387.210.938.368,00

3. Belanja hibah; dan
al Semula Ep. 49.771.303.853,00
b) Bertambah Rp. 4.567.873.368,00

¢} Jumlah hibah
setelah perubahan Rp. 54.339.177.221.00
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4. Belanja bantuan sosial.
1) Semula Ro. 690.000.000,00
2] Bertambah Rp: 830.000.000,00

3) Jumlah belanja
bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 1.520.000.000,00
b. Angparan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. Belanja modal peralatan dan mesin;

al Semula Rp. 61.539.454.023,00
B) Bertambah Rp. 8.196.801.198,00
cl Jumlah belanja

modal peralatan

dan mesin setelah

perubahan Rp. 69.736.255.221,00

2. Belanja modal bansgunan dan gedung;

al Semula Rp. 69.138.019.235,00
b] Bertambah Hp. 3.776.655.800,00

¢} Jumlah belanja
modal bangunan

dan gedung
setelah perubahan Rp. 72.914.675.035,00
3. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigas:;
a) Semula Rp. 81.136.974.247,00
b] Bertambah Rp. A7.783.520.000,00
¢} Jumlah belanja
modal jalan,
jaringan, dan
irigasi setelah
perubahan Rp. 98.020.494.247,00
4. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
al Semula Rp. 805.100.000,00
bl Bertambah Rp. 600.000.000,00

c) Jumlah belanja
modal aset tetap
lainnva setelah
perubahan Rp: 1.455.100.000,00
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5. Belanja modal aset lainnya.
al] Semula Ep.
b) Bertambah Ry,

531.000.000,00
150.000.000,00

c} Jumlah belanja
modal aset
lainnya setelah
perubahan Ep.

681.000.000,0C

c. ‘Anggaran belanja tudak terdﬁga sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 5 huruf ¢, terdiri atas

1. Belanja tidak terduga

6.000.000.000,00
4. 000.000.000,00)

a) Semula Ep.
b) Berkurang Rp.
cl Jumlah belanja

tdak rerduga

setelah

perubahan Ep.

2.000.000.000,00

d. Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
1. Belanja bagi ha=il:

2.462.252.254.00
0,00

2.462.252.25%,00

264.429.000,.550,00
0,00

gl Semula Ep.
b) Tewap Ep.
¢} Jumlah belanja
2. Belanja banman keuangan.
al] Semula Rp.
b) Tetap Rp.
c} Jumlah belanja
bantuan
keuangan setelah
perubahan Rp.
Pasal 7

264.429.000.550,00

Angparan pembiayaan daerah sebagaimana dimsaksud dalam

Pasal 2 huruf c, terdin atas:
4. Penerimaan pembiayaan: dan

63.893.354.000,00
42.423.765.935,00

1. Semula Rp.

2. Bertambah Ep.

3. Jumiah penerimaan
pembiayaan  setelah

perubahan Rp.

106.317.119.935,00
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b. Pengeluaran pembiavaan.

1. Semula Rp. 2.500.000.000,00
2. Tetap Rp. 0,00
3. Jumlah pengeluaran
pembiayaan setzlah Rp. 2.500.000.000,00
perubahan
Pasal 8

a. Penerimsan pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnva;
a) Semula Rp. 63.893.354.000,00
bl Bertambah Rp. 42.423.765.933,00
c) Jumlah sisa lebih S

perhitungan

anggaran  tahun

AngEAran

sebslumnya

setelah

perubahan Rp. 106.317.119.935,00

2. Pencairan dana cadangan;

al] Semula Rp. 0,00
b) Tetap Rp. 0,00

¢} Jumlah Pencairan
dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00
3. Hasil penjualan kelayaan daerah yang dipisahkan;
gl Semula Rp. 0.00
b) Tetap Rp. 0,00
c) Jumlah hasil
penjualan

kekayaan daerah
yvang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah;
al Semula Rp. 0,00
b) Tetap Rp. 0,00
c) Jumlah
penerimaan

pinjaman daersh
setelah perubaban Rp. 0,00
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5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
al Semula Rp. 0,00
b) Tetap Ep. 0,00
c} Jumlah
penarimaan
kembali
pemberian Rp. 0,0

pinjaman daerah
setelah perubahan

6. Penerimaan pembiayaan lainfys sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Semula Rp. 0,00
b] Tetap Rp. 0,00
¢} Jumlah - '
pEnerimaan
pembiayaan
lainnya sesuai
dengan kerentuan
perundang-
perubahan Rp. 0,00
b. Anggaran  pengeluaran pembiayaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. Pembentukan dana cadangan;
al Semula Rp. 0,00
b) Tetap Rp. 0,00
¢l Jumlah
pembantakan
dana  cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

2. Penyertaan modal daerah;

2.500.000.000,00
0,00

al] Semula Ep.
b) Tetap Rp:
c} Jumlah

penyertaan modal
daarah setelah

perubahan Ep.

2.500.000.000,00



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

=16.=

3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

al Semula Rp. 0.0C
b) Tetap Rp. 0,00
c} Jumlah

pembayaran cicilan

pokok utang yang

jatuh tempo

setelah perubahan Rp.. 0,00

4. Pemberian pinjaman daerah; dan

al Semula Rp. 0,00
B) Tetap Rp. 0,00
¢l Jumlah pemberian Rp. 0,00

pinjaman daerah
setelah perubahan

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesu=m  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

al Semula Rp.
bl Tetap Rp.

0,00
0,00

c) Jumlah
pengeluaran
pembiayaan
dengan ketentuan
perundang-
undangan setelah

Pasal 0

0,00

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta  pengembalian  atas keiebihan

pembayaran atas Penerimasn
sebslumnya.

Daerah. tahun-tahun
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Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum terzedia anggarannya dan/atau pengsluaran
melehihi pagu vanp ditetapkan dalam peraturan daerah
ini, vang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Eabupaten
Bengkulu Utara Tahun Angearan 2024, dengan tata cara
sesuai dengan cara terlebth dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
APED, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

&, bencans alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar hasa;

b. pelakksanaan operas: pencanan dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yvang dapat menggangon
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat

(1) meliputi:

a, kebutuhan daerah dalam ranska pelayanan dasar
masyarakat vang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendall
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnysa, serta amanat peranuran perundang-
undarigan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemenntah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjur APBD sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 2, tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara ini terdin dari:
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1. Lampiran! Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayvaan;

2. Lampiran il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran [l Rincian APED menurut Urusan
Pemenntahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keszelarasan dan Keterpaduan Urusan Pemernntah
Daerah dan TPungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kepiatan pada REPD dan PPAS denpan Rancangan
APBED);

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

11. Lampiran XI Laporan Realisast Angpgaran Audited
Tahun Anggaran 2023;

Pazal 11
Bupat Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupau
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daesrah sebagal landasan operasional pelaksanaan APED.
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Pasal 12

Peruturan  daerah  int mulai  berlaku pada tanpgal
diundanglkan. |

Agar  setiap  orang  mengetahuinga, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam berita dacrah.

Dhietapkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 September 2024
BUPAT! BENGKULU UTARA,

Trd

MIAN
Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 September 2024
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KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lampran -

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Fersturan Daerah
Moot @ 05 Tatwn 2024
Tanggs! - 4 Seplember 2024

JUMLAH [Rp)
KODE URAAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM [Rg) SESUDAH [Rp)
1 z 3 4 5
Fl PENDAPATAMN DAERAH
41 PEMDAPATAN ASLI DAERAH [PAD) 94 504 448 539,00 91577 442530 00 <377.005.609,00
4.1.01 Pajzk Deersh =7 000.056.000,60 =27 ,000.000.000,60 2,20
4142 Reinbusi Dasran (F- e S vk T x JEEr bz naa 0,0z
4,104 Lairciain PAD yang Sah B8 281 925805.00 B5.804 826.387.00 <3775 800,00
42 PENDAPATAMN TRANSFER 1268520 F02 000,00 1.304 244 EF1 623,00 35,716 489 5E3 00
42m Serdzpamn Transier Pamenntsh Pusat 1223528 18200060 1 268,357 25026560 42 205 SRS 268 00
202 Pendspsian Transter dnmar Dasr=n 45 00000, 000 00 3T AT A6.00 7. 112 375.585,00
43 LAIN-LAIN PENTAPATAN DAERAH YANG SAH 18 456 548 485,00 19 #34.300.803 00 1 377 .652.318,00
4304 Perdapatan Hikah B0E_CO0000, 00 S0E0_CO0.000, 00 0.0
430 ’I;ﬁ"""“ F?ﬂﬁﬂhﬁﬂa‘ dangge Yy Pt 17 850 48 45500 18:224 390,853 b 1377 852 512,00
Jumish Pendapatan 1561 589 775.024.00 1418566 415 415,00 36.717.136.352 00
5 BELAMIA DAERAH
54 ‘BELANIA OPERAS SE5:420:832.715,00 1009824 758.044,00 44 403.525.329 00
5404 Belana Peganel B4 014373324 00 BE5 754632 45500 1 4D zEE 121 00
5102 Bel=riz Sarang dan Js33 25004k 135858 0 FETELEIS EeE 00 TS FEZ SE 00
5105 Helanjz Hbsn 40771 203.852,00 54.230 177.221 00 4 567 B73.253 90
51.08 Belare Ssmuan Sosal 580.092.000.00 1.520.000.000,00 520.000.000.00
532 BELANJA MODAL 213.200.647 50500 243 707 524,503 00 30.506.976.508,00
520z Bel=is Modal Farsistan g=4 Mesin 51520 454023 0D 50 7R 255221 00 &, 168831, 1493 00
5203 Helznjz Moasl (S2dung dan B=ngunzn 60130010235 30 72,014 575,035.50 2TTEAIS.EE A0
52404 Belanga Meda! Jaizn, Jermgan. den frgasi 37 13897 4247,00 BROF] 454247 00 17 7R3 52000008
5.2 05 Balara Mods sEst Tatap Laisnya B5S100.800.00 1,455 106000 00 S00.006.000 D8
5206 Selzmz Mods! As=t Lemnga 531,005.080,00 §51,060000,00 152,016, 030,00
53 BELAN.A TIDAK TERDUGA 5,000, (10, 000, 00 2 000, (00,000, 00 -4 O, (00,050 00
s3.01 Belaniz Tidsk Temuza § 000.005.590.00 2O00.00E.800.00 -4 (000,006, 500,00
‘54 BELANJA TRANSFER 258,661 25280400 266691 352804 00 239000, 000,00
g4 Selzmz SagF Hasll 2 457 262 254 00 2 457 S5 254 00 220
40z ‘Bel=rya Bzmiuan Kewangan 250 109000 550 00 264470 000 550,00 523000009000
Jimitsh Belanjs 1,443 28263302400 1,522 423 535.351,00 79 440.902:327 00
Totsl SurplusiDefisit) -61,353.354.000,00 103,547 119.935.00 42 433765 935 90
6 PEMBLAYAAN DAERAH
&1 FENERIMAAN PEMEIAYAAN £3 287,354 000 00 08317 118,825 00 43 437 75835 0D
5,101 Sies Lehin Parnilungan Angoaran Tahun Sebeiamnys E3.8682.354- 080,00 10837 11283500 424733 TESFI5 00
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